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GUBERNUR SULAWESI BARAT 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 

NOMOR  39  TAHUN  2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
 

Menimbang 
 
 

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 
Tahun 2016, telah ditetapkan Rencana  Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 Ayat (2) 
Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi 
kerangka elemen daerah dan kerangka pendanaan, 
Prioritas dan sasaran pembangunan rencana program 
dan kegiatan prioritas. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2017; 

 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

 

SALINAN 
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Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4422);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang  
Rencan Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 
2015; 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 51); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-
2016; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2015 Nomor 6); 

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
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Tahun 2017 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2016 Nomor 15); 

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 
2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH (RKPD) TAHUN 2017.  

  
Pasal   1 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 15) duubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
 

                                                                 Ditetapkan di Mamuju 
                                                                 pada tanggal 6 Desember 2016  

                                                                 GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 
                   ttd. 
 
    H. ANWAR ADNAN SALEH 

 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal  6 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 
                                      ttd. 
 

H. ISMAIL ZAINUDDIN 
 

 
BERITA  DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 39 
 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya   
      KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd 
Pangkat  : Pembina Utama Muda 
Nip     : 19651005 198812 1 002 
 


